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LEMBARAN DAERAH KABUflATEN DAERAH
TINGKAT.1I MAJALENGKA

NOM OR 4 TAHUN . 1998 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

T E-N TANG

ORGANISASI bAN TATA KERJA DINAS PEKERJAANUMUM
BINAMARGA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA
BUPATI ~<EPALA DAERAH TINGKAT I I NA.JALENGi{A

Menimbaog

3.. bahwa dengan Peratur~n Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II MaJalengka Nemor 10 Tahun 1998
tela!! dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Bina 11arga.
Kabupaten Daer~h Tingkat II Majalengka ;
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b~ bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan
Daerah tersebut pad~ hurup a diatas, perlu
menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka dengan Peraturan Daerah.

Menginga t :

Und.3.ng-undang Nemor 14 Tahun 1950 tenta.ng
Pemerintahan Kabupaten Dalam LingKungan Jawa
Barat ( Berita Negara RI Tahun 1950 )

2. Unciang-undang Nemor 5 Tahun 1974
Pokok-pokek Pemerintahan D Daerah (
Tahun 1974 Nemor 38, TLN RI Tahun 1974
3{)37 ) ,

tent.:lng
LN RI
Nemor

3. Undang-undang Nomor 8 TaMun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian LN RI Tahun 1974
Nomop 55, TLN RI Nomar 3041 }

4. Undang-undanq Nomor
Jalan { LN RI TaMun
Nomor 3186 ;

13 Tahun
1980 Nomoi'

1980
0"7U-.J,

tentang
TII\1 QY

:L-"~ :: •••.£

5. Peraturan Pemerintah
tentang Jalan LN RI
RI Namop 3293 } ;

Nomor 26 Tahun 1980
Tahun 1980 Nomor 37, TLN

6. Per.:ltur.3.n Pemerint:ah j'40mOr 6 Tahu.n 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal
di Daerah { LN RI Tahun 1988 Nomor 10~ TLN RI
Tahun 1988 Nomor 3373

7. Peraturan 3
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tllJcmof" 3353 :~

7. Peraturan Pemerintah Nemor 14 Tahun 1987
tentang Peuye~ahan Sebagian Urusan
Pemerintahan di BidanQ Pekerjaan Umum Kepada
Daerah (LN RI Tahun 1987 Nomor 25~ TLN RI

Peraturan Pemerintah NomoI' 45 Tahun
tentang Penyelenggaraan Otonemi Daerah
Titik Berat pada Daerah Tingkat II (
Tahun 1992 NomeI' 77~ TLN RI Tahun 1992

1992
I)engan
LN RI
NomoI'

3487

9~ Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993
tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
( LN. Tahun 1993 Nemor 63 ) ;

10. Peraturan
61/PRT/94
Pemb.;:l.ntuan
Tingkat T ..,

,I. 1..

Menteri Pekerjaan Umum
tentang Penyelenggaraan
Bidang Pekerjaan Umuffi di

Nomop

Daerah

11. Keo~tusan Menteri Dalam Negepi NomoI' 39 Tahun
1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daer.3.h;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri NOffior 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Pe~aturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemor 85 Tahun
1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah
dan atau Kepu tusan Kepa 1a Daerah Le~lat
Tenggang Waktu Pengesahan ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 80 Tahun
1994 ten-tang Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah

15,. Peraturan • • • c ~ • • • D • • 4
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka Nemor 10 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

i<abupaten

t1enetapkan

Dengan Persetujuan
Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Tingkat II Majalengka
ME M U T U S KA N

P!::RATURAN DAERAH KABUPATEt',f DAEHAH TH\iGKAT I I
i1AJALENi3~<A TENTANG ORGF~NISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM SINA MARGA KABUPATEN DAERAH
T I NGKAT I I f'1AJ ALENGKA.

BAB I

l<ETENTUAN UMUM

Pasa 1 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

t"Ea. ja leng,~-::a
a. Daerah adalah t<abL~pa ten Daeran Tingkat I I

u. Pemerinta~ Daerah adalah Pemerintan
Daerah Tingkat II Majalengka ;

i<abLtpa ten

c. Bupati Vepala
Daera.h T i ngk:a t

Daerah adalah
II M-3.jaleng~::.a ;

Btlpa t i Kepala

d. Dinas ~ ~.. 5
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5

Dlnas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

Marga

e. Kepala Dinas adalah Kecala Dinas Pekerjaan
Umum Bina i'1argal<abupaten Daerah Tingkat II
i1a jalengka.

Cabang Dinas adalah
melaksanakan semua

f.

s.atu
taJ i 103. y'ah
L!,aerah

\~i lay"a.n
Kecamatan

UnsurPelaksana Dinas yang
kegiatan dan fungsi Dinas
Kecamatan atau Beberapa
di Lingkungan Pemerintah

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur
Pelaksana Dinas yang melakukan sabagian tugas
operasional tertentu Dinas di lapangan
selanjutnya disebut UPTD;

h. Keloffipak Jabatan Fungsional adalah kelompok
Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas~
t.1sel.~Jena.n9 (ian hak seea r.3, penuri oleh Pejab.3. t
yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan
yang sesuai aengan.profesinya dalam rangka
kelancaran tugas Pemerintah.

BAB II

~:::EDUDUKAN,TUBAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

~:::edudu.kan

Pasa 1 2

•

(1) Dinas adalah Unsur Pelaksana
Daerah di Bidang Kebinamargaan~

Pemerintah
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(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang
dt bawah dan bertanggung jawab kepaaa
f(epa la Daer-ah ~

berada
Bupati

~. .bag Ian Kedua

Tugas P"ekok

Pasal 3

tugas pokck mel~ksanakan
tangga Daerah di

sebag i.3.n
Bidang

pembantuantug-3.Sdani<eb inama f'*qaa n

Dina.::;;mempuny.3.i
urusan rumah

ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

FL~n9si

Pasal 4

Peraturan 5aerah ini,
Unt,Ltk
pa.sa ..l
fungsi

1Tte 1a.kS ..=ina ka f1

3.
ttlg,as pokok tersebut

IJi ria.s
pada

a. Pelaksanaan operasional di Bidang Kebina-
margaan yang meliputi pengendalian opera-
sional, pembangunan dan pemeliharaan oErdasar-
kan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah ,

Ma~ga berdasarkan kebijakan
Daerah Tingkat I Jawa Barat ;

b. Pela.ksanaan Teknis fungsional dibidang Bina
Gubernur Kepala

c. Penvelenaaaraan pelayanan teknis administratif
ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian ser~a
penyusunan rencana dan program kegiatan Dinas.

BAS III ~ • & • • • • & • • x • • • • • • ~ 7
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BAB III

(}R.8At~1SAS I

B.a.g ian Pertarna

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas te~diri atas :
a. Pimpinan adalah Kepala Dinas
b'C Peillbantu

Usaha;
P iiTi.p ina fl adalah Sub. Bagian Tata

eft Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas dan
serta Kelompok Jabatan Fun9sianal~

13a 9 ian t(ed~..1a

Susunan Qrganisasi

Pasal 6

{li Organisasi Dinas terdiri atas :
a~ Kepala Dinas ;

b. Sub Bagi~n Tata Usaha, Membawahkah :

UPTD

<
L •

2. Urusan Kepegawaian
3n Urusan Keuangan.

3. Seksi • • • : ~ • & • ~ • • • • • ~ •



<.-. Seksi Pengendalian Operasional;
ka" ~

1. Sub Seksi Penyusunan Program
2. Sub Beksi Perencanaan Teknis dan

Jalan ;
Leger

3. Sub Seksi Pengujian Tarlah dan Eta.han

d~ Seksi Pemban9unan~ membawahkan
1. Sub Seksi Pembangunan Jalan

25 Sub Seksi Peningkatan Jalan ~
3. Sub Seksi Peo99antian Jembatan~

2. Baksi Pemeliharaan, membawahkan r

1. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan .,
2. Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan ;
3. Sub SaKsi Pemanfaatan dan Perljinan.

f. Cabang Dinas

g. U P T D.

h. Kelompok Jabatan Fungs10nal.

sebaga iinanaBagan Struktup .Organisasi Dinas,
tercantum dalam Lampiran, Peraturan
in1.

Daerah

Bagian Ketiga .............
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Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Papagpa f 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan Cinas dalam
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daeran
di Bidang Kebinamargaan serta tugas pembantuan
yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan Urusan Umum, Urusan
Kepegawaian dan Urusan Keuangan.

(2j UntuK menyelenggarakan tugas pokok
mana dimaksud pada ayat (1) Pasal
Bag1an Tata Usaha mempunyai fungsi

sebagai-
ini, Sub

,--. '"' T _ _a. ~eLaKsanaan pengeioLaan urusan
perlengk-3.pan

umum dan

b. Pelak-::;..3.na.3.n
gauia1-3.£1

.pengelolaan uru-:::;ankepe-

c. Pelaksanaan .K~ •. $.~ 10
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c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.

(3) Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :

b. Urusan Kepega{;;!.3.ian ,

c. Urusan Keuangan.

Pasal "9

UmlHTI mempLf.nj/a i tugas pokok
melaksanakan pengelolaan~ urusan surat
menyurat, kearsipan, pengadaan, rumah tangga,
administrasi pepjalanan Dinas, perlengkapan
dan pemeliharaan kantor serta inventarisasi-
ny"a, •

Untuk menyelenggaraka"n tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
Urusan Umum mempunyai fungsi

pokek
ini,

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat,
penggandaan, kearsipan, kerumahtanggaan
dan administrasi perjalanan dinas ,

b. Pelaksanaan urusan perlengkapan,
haraan kantor dan inventarisasi~

Pasal 10

pemeli-

(1) Urusan kepegawaian mempunyai
melaksanakan pengelelaan

tugas pokok

kepega.~~l.:iian,
takaar~.

keta ta laksart.3.a.n d.3.f1 per-pus-

(2) UntLtk il
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i1

tugas PCkOK sebagai-
{li Pasal ioi, Urusan

UntuK menyelenggarakan
mana dimaksud pada ayat
Kepe9awai~n mempunyai fungsi

a. Penyiapan bahan penyusu.nan pencana mutasi ~
disiplin dan pengembangan pegawai

0= Penyiapan bahan
ketatalaksanaan ;

penyusunan pedoman dan

perpL~sta.ka-3.ri ".
pengelolaan dokumentasi dan

Pasa 1 11

{1;' Urusan l<eua.ngan mempunya i
melaksanakan pengelolaan
keuangan.

tuqas pokck
administrasi

tugas pokok
ayat el) Pasal ini,

Untuk menyelenggarakan
sebagaimana dimaksud pada
Urusan Keuangan mempuHyai fungsi

an9gararJ Dinas
a. Peo:,/iapan bahan penyusunan rencana

b" Pela.l-::sanaan
keuangan.

pengelol.3.an administr3.si

Par'agraf 3

Seksi Pengendalian Operasional

Pa.sal 12

( 1 i Seksi Pengendalian Operasional
tugas pokok melaksanakan penyusunan

mempunyai
Pragpam,

perencanaan ••••••••.•••• 12
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perencanaan teknis dan leger jalan, pengujian
tanah dan bahan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pakak
sebagaimana dimaksud pada ayat (i) Pasal ini,
Seksi Pengendalian Operasional mempunyai
fungsi :

a~ Pelaksanaan penyusunan program, anal1sa
dan evaluasi pengembangan ja~ingan jalan ;

D~ Pelaksanaan penyusunan pe~encanaan
dan leger jalan ;

teknis

~. Pelaksanaan pengujian tanah dan bahan .

.(3) Beksi Pengendalian Operasibnal, membawahkan

Q. Sub Seksi Penyusunan Program

Jalan ;
b. Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger

C <I' :3ub Seksi PengLtj ian

Pasal

Tanah dan Bahan.

(1) Sub S::=!ksiPenyusunan PrGfF"'ammempunya.i tLH~as
pokok mempersiapkan bahan penyusunan program,
anal isis dan evaluasi pengembangan jaringan
jalan ..

Untllk
mana
Beksi

menyelenggarakan tugas pokok
dimaksud pad a ayat {1} Pasal
Penyusunan Program mempunyai

sebagai-
ln1, Suo



anal isis dan
jaringa.n ja,lan ;

pengembanqan
a.• Pengumpulan dan pen';felolaaf1

evaluasi
data has 11

o. Penyiapan bahan penyustinan program
study kelayakan pengembangan jalan~ dan

Pasal 14

(1) Sub Seksi Perencanaan teknis can Leoer Jalan
mempunyai tugas pokok mempersiapkan oanan
penyusunan perencanaan teknis dan leger jalan
SEl""t.=i jemba t.:in~

mempunyai fungsi

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokck
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini~
Sub Saksi Perencanaan Teknis dan' Leger Jalan

Q. Pengumpula~ dan pengolahan
leger ja.lan dan jembatan : data

b. Penyiapan bahan .penyusunan perencanaan
teknis, leger jalan dan jembatan.

Pasa 1 15

(if Sub Saksi Pengujian Tanah Gah Bahan mempunyai
tugas pckok mampersiapkan bahan penelitian,
penyelidikan, penguJian tanah dan bahan jalan
serta je.tl1ba ta n ..

fungs i :

•........
:"4 } Untuk

mana
S-"?ks i

menyelenggarakan tugas pokck
dimaksud pada ayat {1f Pasal
Pengujian Tanah dan Bahan

sebaga1.-

a~ Pengumpulan .~~ ... * 14
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a. Pengumpulan dan penqolahan
tanah dan Kualitas bahan.

data konciisi

b_ Penyiapan bahan penelitian, penyelidikan,
penguJian tanah dan bahan jalan dan
jeinba tan,.

p.3.ragra f 4

Seksi Pembangunan

Pa'5a 1 16

Seksi Pembangl..J.nanmempunyai
melaksanakan kegiatan
pembangunan dan peningkatan
penggantian jembatan.

tuga. s pak"::J~:
pengenda 1.ian
5alan serta

{2i Llntjj.k menyelen~~9ara.kan tugas pokok sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) Pasal Inl, Seksi
Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
keg 1.03. tan peri;~erH:ia i iari dart pemba.n;~L{nan
.; _ '1 -..:""'L ~
:J-;:;'.L.-::&.i .,

b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
kegiatan pengendalian dan peningkatan
ja Ian ;

~: Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
ke9ia.tan
jembata.f1,.

pengenda 1ian dan peng:gan-t; ian

(3) Seksi Pembangunan, membawahkan :
a. Sub Se~si Pembangunan Jalan

O. Sub
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b. Sub Seksi Peningkatan Jalan

~. Sub Seksi Penggantian Jembatan~

Pasa 1 17

(1) Sub Seks i Pembangunan JaIan mempunya i tw~as
pokok mempersiapkan baMan pelaksanaan
penqendalian dan p~mbangunan jalan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai-
mana dimaksud pad~ ayat (1) Pasal ini, Sub
Seksi Pembangunan Jalan mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan dan pengolahan data

pemcangunan jalan "; rencana

b. Penyiapan bahan penyusunan petunj~k teknis
pelaksanaan kegiatan pengendalian dan
pembangunan Jalan,.

Pasa 1 18

(1) Sub Beksi Peningkatan Jalan mempunyai tugas
pakok mempersiapkan bahan pel"aksanaan
kegiatan pengendalian dan peningkatan jalan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) Pasal 1n1, Sub
Beksi Peningkatan Jalan mempunyai fungsi :

a. PengLtiTrpulan
jalan.

dan pengol.3.han data. ~;:ondisi

D. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan pengsndalian
dan peningkatan jalan.

Pasal ~ ••.••••••.••• 16
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P a. 5-3.1 '10
.I.. ••

tugas pokok mempersiap~:an
pelaksanaan keglatan
penggantia,n jembatan.

bahan penyusunan
pengendalian dan

(1) Sub Seksi Jembatan mempunya1.

seba,g.3. i-menyelenggarakan tugas pokok
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub
Penggantian Jembatan mempunyai fungsi :

mana
Beksi

dan pengolahan da.ta kon'disi
-, ~ t

-:.1 emoa. '"Can,.

b. Penyiapa~ bahan dan penyusunan petl1njuk
teknis pelaksanaan kegiatan pengenaal1an
dan penggantian jemoatan.

Faragraf 5

Seksi Pe~eliharaan

Pasal

mempunyai
mel"akSanakan kegiatan pengendalian pemeli-
haraan jalan, pemeliharaan jembatan, peman-
faa,tan dan perijir;:art .jal.=:.n.

(1) Seksi

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagal-
mana dimaksud pad a ayat (1) Pasal ini, Seksi
Pemeliharaan mempunyai fungsL ~

a: Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
kegiatan pengendalian dan pemeliharaan
jalan ...

b. Pelaksanaan •.•••••.
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Os Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk
teknis kegiatan pengehdalian
pemeliharaan jembatan ;

can

c~ Pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan dan
p~~ijinan jalan dan jembatan.

(3; Seksi Pemeliharaan, membawahkan ~

a~ Sub Seksi Pemeliharaan lalan

b~ Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan

Jalan.
c. Sub Seksi Pemanfaatan

Pasal 21

dan Perijinan

(1) Sub Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas
pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan
kegiatan pengendal~an dan pemeliharaan jalan.

(2) Untuk menyelengg~rakan tugas pokok
mana dima~:sud pada ayat (1) Pasal

sebagai-
Sub

Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai fungsi :

a~ Pengumoulan dan pengolahan
pemeliharaan jalan ;

data hasil

bt Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk
teknis pelaksanaan keglatan pengendalian
aan pemeliharaan jalan.

Pasal 22

(1) Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan memp~nyai
tugas POkOk mempers1apkan bahan pelaksanaan
pengelolaan dan pemeliharaan jembatane

(2) Untuk 18
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Untuk
ma. na
Seksi

18

menyelenggarakan tugas pCkok sebagai-
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub
Pemeliharaan Jembatan mempunyai fungsi;

a. Pengumpulan dan pengolahan data
pemeliharaan jembatan hasil

D. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuK
tekn1s pelaksanaan kegiatan pengendalian
can pemeliharaan jembatan.

Pasal 23

(1) Sub Seksi Pemanfaatan dan Perijinan Jaian
mempunyal tugas pokok mempersiapkan bahan
pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan dan
perijinan jalan dan jembatan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai-
mana dimaksu~ pada ayat (1) Pasal ini~ Sub
Seksi Pemanfaatan dan Perijinan Jalan
mempunyai fungsi

a. Pengumpulan dan pengolahan
faatan dan perijinan jalan ;

data pe!llan-

b. Penyiapan bahan pengadministrasian peman-
faatan dan perijinan Jalan dan jembatan.

Paragraf 6

Pasal 24

Pembentukan,
Dinas serta

Organisasi dan Tata
pengaturan lebih

Kerja
lan.jLtt

Cabanq
akan

ditetapkan 19
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ditetapkan dengan Peraturan tersendirisetelah
memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh MenteriDalam i'Jegeri.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD septa
pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan aengan
peraturan tersendiri setelah mendapat persetujuandari Menteri Dalam Negeri~

Paragr.3. f 8

Kelompak Jabatan Fungsional
Pasal 26

(I:, t:::elompok .Jaba.tanFunqsional mempunyai tugas
pckok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas
Secara profesional sesuai den(;:!ankebutuhan.

sebagaimana
Pasal ini, dalam

ber tang'~V.ng:j at'Iab

FungsionalJabatan
dimaksud pada ayat (1)

melaksanakan tugas pokoknya
kepada Kepala Dinas.

(2) Kelompok

Pasal 27

(1) Kelompok Jabat~n Fungsional dimaksud Pasal
26, ter-dirt dari sejumlah tenaga, dalam
jenjang jabatan fungsicnal yang terbagi dalam
ber-bagal kelompok sesuai dengan bidang
keah"l iaDn)-'a.

(2) Setiap
• • • ~ ~ • • ~ • • • ~ & 2f)
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Pa.::;a.l(~ ,
. L /

fungs lanaI
diantap.3.ditunjuksenior

fungsional yang ada di Lingkungan Dinas~

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat
ini, dipimpin searaog tenaga

(3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat
(1) Pasal ini, ditentukan sifat, Jsn1S,
kebutuhan dan beban kerja.

terseDut
defigan

Jenjang labat.3.n FUfigsional
(1) Pasal ini diatur sesuai

Jenis dan

Peraturan Pe~undang-undangan yang berlaku~
pada a.yat

(4)

BAB IV

TATA !{ERJA

Bagian Pertama

U t"11 L~ m

Pasal 28

merupakan
tidal<: dapat

( -:- ;....•. ; Hal-hal yang rnenjadi
kesatuan

tuga.s Dokok
yang satu sarna

Dinas
, .
l.a.l.n

tugas masinq-masing&

Pelaksanaan Fungsi Dinas seba.gai Pelaksana
Pemerintah Daera.h dibidang kebinamargaan
kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh
Sek'5i. Ca.bano Din.:;ts dan UPTD menurut bidano

,f ....: .,.r

i=::epala Dirfas ba.ik teknis opera-s,t-anal ffia.tlpun

teknis administratif berada dibawah dan
bertanggungjawab kepa.da Bupati Kepala Daerah
dan dalam melaksanakan tugas pokoknya

meny'e !engg.3. ra~:an • m • • • • ~ ~ ~ 21
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menyelenggarakan
instansi lain
fungsinya.

hubungan fungsional
yang berka i ta.n

derlgan
dengan

(4) Setiap Pimpinan satuan organisasi di
Lingkungan Dinas , dalam melaksanakan
tuga~nya wajib menetapkan prinsip kcordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

(5) Setiap pimpinan organ-is-3_si dt
Lingku~gan Dinas, wajib memimpin dan
memberikan bimbingan serta petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahanc

Bagian Kedua

Pel a p a ~ a n

Pasal 29

laporani<eoala Dinas tAiajib iTtEt'nberika.f1
pelaksanaan tugasnya secara
serta tepat pada waktunya
Kep-3.1.3. Daerah.

tentang
teratur, jelas
kepada Bupati

(2) Setiap Pimplnan sa~uan organisasi di
lingkungan Dinas, wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertang9ungjawab kepada
atasannya masing-masing serta memberikan
laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang ditepima oleh pimpinan
satLtan organisasi dari b.atl;.ah.:ln~ tcfajib diola,ri

da n • __., -= -:' •••• '" •.•.•••. It • c. 22
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dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bat'lahan.

ketentuan
(4) Pengaturan mengenai janis laporan

penyaffipaiannya~ berpedoman kepada
peraturan yang berlaku.

Bag ian t::~etiga

Ha 1 Me!>Jak i 1 i

Pasal 30

dan car.::i

Tata Usaha.
Dalam
g:epala

hal Kepala
Dinas dapa"!:;Dinas berhalangan, maka

menunjuk Kepala Sub Bagian

(2) Dalam hal Kepala Sub bagian Tata Usaha
berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk
Kepa la Seks i berdas_:ii'kan senior itas dan
kepangkatannya.

PAP \i

V E P E G A LtJ {'.:( I A N-'.

Pasal 31

(1) Kepala vinas diangkat dan diberhentikan olen
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
atas Usul Bupati Kepala Daerah.

(2 j t<epa 103. • • a _ • = _ • • • • 23
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Kepala Dinas
ja~d.3.b da lam
keoi jaksanaan
kepeg.a.t>laian.

berkelJJa.jioan
meiTIpersiapkart
Bupa t i Kepa 1<3.

dan bertanggung-
bahan rancangan

Daerah di bidang

(3j Pejabat-pejabat lainnya di Lingkungan Dinas
diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang
ber'~;enan9 sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

BAB VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 32

Pembiayaan Dinas berasal dari An9garan Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP
Pa'::;al 33

Hal-hal. yang belum cukup diatur dalam Peraturan
Daerah ini~ sepanjang mengenai pelaksanaannya~
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
Kepala Daerah.

Fasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak
diundangkan2 tan99al

Ag.3.r • a _ • • z • • • • • • • • • • • • 24
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Agar setiap orang dapat mengetahuloya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini~ deogan
menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Majaleng~~.

I)itehpkan di
rada tangyal

f.iajalengkas
23 ?eoruari 1998

DEWAN PERWAKIlAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MAJAlENGKA
Ketua,

Drs. HsM KOSASIH SUGIANTD.

BUPATI KEPAlA DAERAH TINGKAT II
f'lAJAlENGKA

Cap. t.t.d

Drs. H. ADAM HluAYAT, SH.

Peraturan Daerah ini disahkin eleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat
Keputusannya Nemor 188.342/SK.834-Huk/1998 tang-
gal 23 Juni 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
l)a.erah Tin~~~::at II t"1aja.lertg!-::a tanggal 3{) Juni 199'8
Nomor 4 Tahun 1998 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAHlDAERAH

Dr-s. u
(. i. SOFYAN SAFARI HAMIM.

Pembina -finokat
f'JIP. f)lf) f)S4 It)7

T,-
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